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-metilfenetilamina 53. | PIPRADROL 1,1-Difenil-1-{2-piperidil) metanol

41, | MEPROBAMAT 2-Metil-2-propil-1,3 54, | PIROVALERONA 4'-Metil-2-(1-pirolidinil)
propanadioldikarbamat valerofenon’

42. MESOKARE 3-{a-Metilfenetil)- 55, |PRAZEPAM 7-Kloro-1-(siklopropilmetil)
N-(fenilkarbamoil) sidnonimina -1,3-dihidro-5-fenil-2H

43, | METILFENOBARBITAL Asam 5-etil-1-metil-5 -1,4-benzodiazepin-2-on
-fenilbarbiturat 56. | SEKBUTABARBITAL Asam 5-sek-butil-G-etilbarbiturat

44. | METIPRILON 3,3-Dietil-5-metil-2,4- 57. I TEMAZEPAM 7-Kloro-1,3-dihidro-3-
piperidina-dion hidroksi-1-metil-5-fenil-2+

45. | MIDAZOLAM 8-Kloro-6-{o-fluorofenil) -1,4-benzodiazepin-2-on
-1-metil-4H imidazo[1,5-all1,4] 58. .TETRAZEPAM N 7-Kloro-5-{1-sikloheksen-1-il)
benzodiazepina : -1,3-dihidro- 1-metil-2H

46. [NIMETAZEPAM 1,3-Dihidro-1-metil-7-nitro -1,4-benzodiazepin-2-on
-5-feni-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 59. | TRIAZOLAM 8-Kloro-6-{o-klorofenil)-1-

47. |NITRAZEPAM 1,3-Dihidro-7-nitro-5- metil-4H-striazolo[4,3-4]
fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on [1,4] benzodiazepina

48. | NORDAZEPAM 7-Kloro-1,3-dihidro-5- !60. VINILBITAL Asam 5-{1-metilbutil}
fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on -5-vinilbarbiturat

49. [ OKSAZEPAM 7-Kloro-1,3-dihidro-3- 61. |ZOLPIDEM N, N,6-Trimetil-2-p-
hidroksi-5-fenil-2H- tolilimidazo[1,2-alpiridina
1.4-benzodiazepin-2-on -3-asetamida

50, | OKSAZOLAM 10-Kloro-2,3,7,116- 62. | FENAZEPAM 7-Bromo-5-{2-klorofenil}

tetrahidro-2-
metil-11b feniloksazolo
[3,2-d1[1,4]benzodiazepin-

6({bH}-on
51, | PEMOLINA 2-Amino-5-fenil-2-oksazolin-4-on
52. | PINAZEPAM 7-Kloro-1, 3-dihidro-5-fenil

-1-{2-propinil)-2H-1,4-
benzodiazepin-2-on

L
ka3

-1,3-dihidre-2H-1,4-

benzodiazepin-2-on
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PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI KESEHATAN NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN

DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
(Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2017, tanggal 17 Januari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER| KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka menjaga keberlangsungan
penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Nasional perlu melakukan perubahan terhadap
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun

2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Ke-
sehatan sebagaimana telah diubah dengan Per-
aturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kes-
ehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar
Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelengga-
raan Program Jaminan Kesehatan;
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Per-
aturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomar
52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan
Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jam-
inan Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Nomor 2004 Tahun 160,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik indone-
sia Tahun 2009 Nomor 1563, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 5256);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016
tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No-
mor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5942);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 ten-
tang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) se-
bagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun
2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 62);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun
2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik In-
donesia Tahun 2014 Nomor 232);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun

2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kes-
ehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1601} sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 ten-
tang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1790);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PE-
RUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KESEHATAN NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG
STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KES-
EHATAN.

Pasal |
Ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Kes-
ehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif

Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pro-

gram Jaminan Kesehatan (Berita Negara-Republik In-

donesia Tahun 2016 Namor 1601) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang

Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyeleng-

garaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790) diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1} Peserta jaminan kesehatan nasional yang men-
ginginkan pelayanan rawat jalan eksekutif, ha-
rus membayar tambahan biaya paket pelayanan
rawat jalan eksekutif paling banyak sebesar Rp
250.000 untuk setiap episode rawat jalan.

(2) Peserta jaminan kesehatan nasional yang meng-
inginkan kelas pelayanan rawat inap yang lebih
tinggi dari haknya, harus membayar selisih biaya
/tambahan biaya setiap episode rawat inap den-
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(3)

(4

(5)
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gan ketentuan:

a. untuk kenaikan kelas pelayanan rawat inap
dari kelas 3 ke kelas 2, dari kelas 3 ke kelas
1, dan dari kelas 2 ke kelas 1, harus mem-
bayar selisih biaya antara tarif INA-CBG pada
kelas rawat inap lebih tinggi yang dipilih den-
gan tarif INA-CBG pada kelas rawat inap yang
sesuai hak peserta;

b. untuk kenaikan kelas pelayanan rawat inap ke
kelas VIP dengan fasilitas 1 {satu) tingkat di
atas kelas 1, pembayaran tambahan biaya di-
tentukan sebagai berikut :

1. untuk naik kelas dari kelas 1 ke kelas VIP,
pembayaran tambahan biaya paling banyak
sebesar 75% {tujuh puluh lima perseratus}
dari Tarif INA CBG kelas 1;

2. untuk naik kelas dari kelas 2 ke kelas VIP,
adalah selisih tarif INA CBG kelas 1 den-
gan tarif INA CBG kelas 2 ditambah pem-
bayaran tambahan biaya dari kelas 1 ke ke-
las VIP paling banyak sebesar 75% (tujuh
puluh lima perseratus} dari Tarif INA CBG
kelas 1; dan

3. untuk naik kelas dari kelas 3 ke kelas VIP
adalah selisih tarif INA CBG kelas 1 den-
gan tarif INA CBG kelas 3 ditambah pem-
bayaran tambahan biaya dari kelas 1 ke VIP
paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh
lima perseratus) dari Tarif INA CBG kelas 1.

Dalam hal peserta jaminan kesehatan nasional

menginginkan naik kelas pelayanan rawat inap di

atas kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b, harus membayar selisih biaya antara

tarif rumah sakit pada kelas yang dipilih dengan

tarif INA CBG pada kelas yang menjadi haknya.

Pembayaran selisih biaya/tambahan biaya seb-

agaimana dimaksud pada ayat {1), ayat (2), dan

ayat {3) dapat dilakukan oleh:

. a. peserta;

b. pemberi kerja; dan/atau

c. asuransi kesehatan tambahan.

Ketentuan mengenai tambahan biaya sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2) huruf b
ditetapkar oleh direktur/kepala rumah sakit, ke-
pala daera.., atau pemilik rumah sakit sesuai den-

(6)

{(7)

(8}

gan status kepemilikannya.

Rumah sakit wajib menginformasikan ketentuan
mengenai selisih biaya atau tambahan biaya seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau
ayat (3} kepada peserta jaminan kesehatan nasi-
onal sebelum Peserta menerima pelayanan di atas
kelas yang menjadi haknya.

Ketentuan mengenai selisih biaya dan tambahan bi-
aya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {2},
dan ayat (3) akan dilakukan evaluasi paling lambat
satu tahun dari Peraturan Menteri ini diundangkan.
Ketentuan mengenai selisih biaya dan tambahan bi-
aya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) diberlakukan bagi pasien yang masuk pelayanan
rawat inap mulai tanggal 1 Februari 2017.

Pasal [l
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-

gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah-

kan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan pen-
empatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2017
MENTERI KESEHATAN -
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 143

(BN )
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